BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh
aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses
pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan
Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain,-pembangunan nasional dapat diartikan
merupakan rangkaian ubaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi
seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas
mewujudkan tujuan nasional.® Bentuk dari pelaksanaan pembangunan salah
satunya adalah di bidang hukum yang menjadi upaya untuk mencapai masyarakat
adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dilaksanakannya ‘pembangunan di Indonesia, maka hal ini
mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat tersebut
adalah dalam hal kegiatan pinjam meminjam yang diperoleh melalui jasa
perbankan ataupun lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan.

Dalam praktek dan- menurut hukum di Indonesia dalam kegiatan pinjam
meminjam tersebut diikuti dengan jaminan sebagai salah satu syarat untuk dapat
diberikannya dana kepada masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum antara
para pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian, maka terhadap objek yang
menjadi jaminan dapat dilakukan pengikatan, salah satu cara pengikatannya

adalah menggunakan Fidusia.
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Disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,
seperti sulitnya mendapatkan dana atau modal, serta ketidakmampuan lembaga
gadai dan hipotek dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan
dana/ modal menjadi pemicu yang menyebabkan tumbuhnya lembaga yang
disebut sebagai Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialinkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.? Contoh penggunaan
lembaga Fidusia di masyafakat irﬁ salah satunya adalah melalui kredit kendaraan
bermotor pada lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan
ataupun lembaga perbankan dengan mana pemberi Fidusia menjaminkan hak
kepemilikannya (BPKB) tanpa menyerahkan fisik kendaraannya, sampai
kreditnya dilunasi atau selesai dilunasi oleh pemberi Fidusia tersebut.

Ketentuan perihal jaminan merupakan kebutuhan yang sangat besar dan
terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan
adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai
lembaga jaminan.® Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih membantu
pembangunan nasional untuk menjamin kepastian "hukum bagi pihak yang
berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan mengenai Jaminan Fidusia dan

Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan
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Fidusia kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia.*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai
macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam
meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada
seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan-Gadai dianggap belum mengakomodasi
kebutuhan masyarakat térhadap Iémbaga jaminan kebendaan. Selain itu, Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan status yang
jelas bagi lembaga pembiayaan di Indonesia yang selama ini dikonstruksikan
dalam berbagai bentuk seperti “Jual beli dengan Hak Membeli Kembali”®.

Jaminan yang sering digunakan dalam praktek saat ini adalah Jaminan
Fidusia®, disebabkan karena yang dipakai sebagai objek jaminan tersebut adalah
benda dari suatu pembelian yang diangsur atau dicicil melalui lembaga keuangan
non bank atau melalui perbankan. Fidusia ini memiliki ciri khas sebagai jaminan
serah kepemilikan, yaitu debitur melakukan penyerahan kepemilikan benda tanpa
menyerahkan fisik ~ benda~ sama sekali kepada " kreditur (constitutum

possessorium)’, tetapi debitur tidak diperbolehkan mengalihkan benda jaminan
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tersebut kepada pihak lain karena debitur telah menyerahkan hak kepemilikan atas
benda tersebut yang menjadi jaminan kepada kreditur.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatlah Akta
Jaminan Fidusia oleh Notaris dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

2. Dalam hal-Benda. yang-dibebani dengan)Jaminan-Fidusia berada di luar
wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tetap berlaku.

Sebelum dibuatkannya akta oleh Notaris, kreditur dan debitur membuat
perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan perjanjian tersebut menjadi Undang-
Undang bagi mereka sendiri sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang dikenal sebagai Asas Pacta Sunt Servanda,
yang memiliki artian persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua
belah pihak, atau karena alasan-alasanyang ditentukan oleh Undang-Undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur yang dibuat dibawah tangan
umumnya disebut sebagai perjanjian pembiayaan konsumen vyaitu perjanjian
penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya

dilakukan secara angsuran.® Bentuk perjanjian ini adalah tertulis dan isi perjanjian

ditentukan secara sepihak oleh lembaga keuangan non bank atau perusahaan
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pembiayaan.® Kemudian setelah dibuatkan Akta dihadapan Notaris perjanjian
tersebut berubah menjadi Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia yang
dibuat oleh Notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-

kurangnya memuat:

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

b. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;

c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Akta Jaminan Fidusia itu kemudian didaftarkan dan setelah itu Sertifikat
Jaminan Fidusia diterbitkan. Dengan dilaksanakannya pendaftaran Akta Jaminan
Fidusia, berarti telah ada perlindungan hukum untuk kreditur dalam hal ini selaku
penerima Fidusia. Setelah Akta Jaminan Fidusia didaftarkan dan Sertifikat
Jaminan Fidusia telah terbit "barulah seluruh rangkaian proses pendaftaran
Jaminan Fidusia terpenuhi, dan lahirnya Fidusia adalah pada saat telah
dilaksanakan pendaftaran.’® Dengan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia,
maka para pihak telah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran:Jaminan Fidusia, unsur
transparansi dan unsur kepastian hukum diharapkan dapat dipenuhi.**

Tidak dilaksanakannya pendaftaran Fidusia ini dapat menimbulkan hal — hal

yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya Fidusia dua Kkali tanpa

sepengetahuan  krediturnya, adanya pengalihan barang Fidusia tanpa
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sepengetahuan kreditur, dan lain-lain.®> Namun saat ini, dengan adanya
sanksi bagi lembaga keuangan non bank yang tidak mendaftarkan Jaminan
Fidusia, mulai dari sanksi peringatan sampai dengan sanksi pembekuan
perusahaan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia N0.130/PMK010/2012, maka hal ini membuat meningkatnya kepatuhan
dalam hal pengikatan Jaminan Fidusia dan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam perkembangannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
merubah sistem pendaftaran Jaminan Fidusia yang sebelumnya dilakukan secara
manual menjadi sistem online. Sistem online ini dapat secara langsung diakses
melalui website Fidusia.ahu.go.id. Dengan penerapan sistem ini, maka para
pendaftar tidak lagi melakukan pendaftaran secara manual ke kantor pendaftaran
Fidusia.

Setelah lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara
Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan
Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran
Fidusia secara online dan tidak lagi secara manual ke Kantor Pendaftaran Fidusia
telah memiliki kepastian hukum. Hal ini telah menjadi suatu perkembangan di
dalam peraturan perundang-undangan dan praktek hukum terkait lembaga

Jaminan di Indonesia.
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Pendaftaran dengan sistem online ini, biasanya juga didaftarkan oleh
Notaris sebagaimana Notaris juga yang biasanya mendaftarkan dengan sistem
manual. Sitem online membuat Notaris harus lebih hati-hati serta patuh pada
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Dengan sistem
online ini, tidak lama kemudian hanya dengan waktu sekitar 7 (tujuh) menit
Sertifikat Jaminan Fidusia dapat diterbitkan, Notaris harus mempunyai pendirian
kuat dan ketelitian, apabila data-data belum lengkap maka tidak akan melakukan
pendaftaran Jaminan Fidusia.™

Ketaatan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
wajib diterapkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran
Jaminan Fidusia secara online. Ketaatan tersebut menjadi wajib bagi Notaris
disebabkan karena Kementerian; Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lagi
melakukan pengecekan atas syarat-syarat yang selama ini diserahkan secara
manual ketika pendaftaran masih dilakukan secara manual, dan seluruh tanggung
jawab hukum atas segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam proses
pendaftaran Jaminan Fidusia berada pada Notaris. Salah satu yang menjadi
pengaturan baru setelah fahirnya Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia adalah saat ini tidak hanya Notaris saja yang dapat mengakses

pendaftaran Jaminan Fidusia. Pihak-pihak lain seperti multifinance maupun
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masyarakat dapat pula mengakses pendaftaran jaminan Fidusia melalui

www.ahu.go.id.**

Pada perkembangannya, di dalam sistem pendaftaran Jaminan Fidusia
secara online, istilah Ritel muncul pertama kali. Ritel tersebut pada sistem
pendaftaran Jaminan Fidusia secara online tidak hanya dapat mengakses informasi
mengenai Fidusia saja, namun juga dapat melakukan pendaftaran terhadap Akta
Jaminan Fidusia yang telah dibuat terlebih dahulu oleh Notaris guna untuk
melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Ritel adalah perorangan dan badan usaha
berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan Perkumpulan) serta
badan usaha bukan badan hukum (Perseroan Komanditer dan Firma).*®

Dalam Aplikasi Fidusia online, pada Permohonan Akses Pendaftaran
Jaminan Fidusia terdapat permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang saat ini
dapat diakses oleh pihak yang tidak disebutkan secara jelas di dalam peraturan
perundang-undangan, yaitu Ritel yang di dalam peraturan perundang-undangan
tidak terdapat pengaturannya, namun pada sistem pendaftaran Jaminan Fidusia
secara online, Ritel muncul pada Aplikasi Fidusia online tersebut, yang
seharusnya aplikasi berbasis online ini tidak dapat menjadi acuan atau dasar
hukum untuk diperbolehkannya Ritel sebagai pihak yang dapat melakukan

pendaftarkan Jaminan Fidusia, dikarenakan Peraturan Perundang-undangan yang

14 Irma Devita, Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya AJF Serta Dampaknya bagi Notaris, ditulis pada 27
Juni 2016, online pada https://irmadevita.com/2016/pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-
tata-cara-pendaftaran-jaminan-Fidusia-dan-biaya-ajf-serta-dampaknya-bagi-notaris/ diakses pada
tanggal 8 September 2019 pukul 16.11 WIB
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Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, 2018, him. 9, online pada
http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/472/391 diakses pada tanggal 16 September 2019
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mengatur tentang Ritel tidak ada. Seharusnya jika Ritel diperbolehkan sebagai
pihak yang berhak untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka pihak
Pemerintah harus membuat Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu yang
menjelaskan mengenai lembaga Ritel atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia membuat atau menyatakan dengan jelas mengenai kewenangan Ritel
tersebut di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran
Jaminan Fidusia.

Dengan peralihan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia dari proses manual
kepada pendaftaran secara online, dengan dasar hukum; Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 130 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan
Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan
Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang kemudian setelah diberlakukannya
pendaftaran Jaminan Fidusia secara online, maka dalam perkembangannya Ritel
dapat melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia, walaupun Ritel tidak
sekalipun disebutkan atau muncul di dalam pasal-pasal di dalam peraturan
Perundang-undangan. Namun dengan disediakannya pilihan/kolom untuk Ritel
pada Permohonan Akses Pendaftaran Jaminan Fidusia, Ritel dapat melakukan

pendaftaran Fidusia pada Aplikasi Fidusia online.



Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian secara hukum tentang alasan dan
yang menjadi dasar oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam memunculkan pilihan/kolom Ritel di dalam Aplikasi Fidusia online. Dalam
hal ini berarti ada kekosongan hukum terhadap pihak-pihak yang dapat mengakses
pendaftaran Jaminan Fidusia online yang salah satunya adalah Ritel tersebut.

Pada prakteknya, dalam hal pendaftaran Fidusia dengan sistem online saat
ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain, lembaga keuangan non bank, Notaris,
dan Ritel. Dengan adanya pilihan atau kolom Ritel pada pendaftaran Jaminan
Fidusia online dan Aplikasi Fidusia online Ritel dapat melakukan pendaftaran
Fidusia. Yang didaftarkan Ritel pada sistem pendaftaran Fidusia online adalah
Akta Jaminan Fidusia yang telah terlebih dahulu dibuat oleh Notaris. Maka Ritel
sifatnya hanya dapat melakukan pendaftaran Fidusia terhadap Akta Jaminan
Fidusia yang telah dibuat terlebih dahulu oleh Notaris. Notaris adalah pejabat
umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik. Tanpa adanya
Akta Jaminan Fidusia yang dibuat terlebih dahulu oleh Notaris, maka tidak akan
dapat dilakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia, sehingga tidak akan
adanya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti telah menyelesaikan seluruh
tahapan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Di dalam perkembangannya, terdapat kebijakan oknum-oknum tertentu
yang disinyalir memberikan pekerjaan kepada oknum-oknum Notaris tertentu
dalam melakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia notariil secara sentralisasi
termasuk pendaftaran Jaminan Fidusia secara online, itu yang membuat keresahan

beberapa Notaris akibat kebijakan oknum-oknum tertentu. Seharusnya Notaris
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yang mendapatkan pekerjaan secara tidak wajar dan secara berlebihan serta tidak
sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris harus segera melakukan penolakan. Selain
ada unsur monopoli, juga berpengaruh terhadap legalitas akta yang dibuat.
Memang hal tersebut merupakan Hak Asasi untuk memberikan pekerjaan kepada
siapapun, namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di Negara
Indonesia.*®

Sebelum adanya perbuatan pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara
sentralistik, dalam praktek pembebanan Akta Jaminan Fidusia baik secara manual
ataupun online, pada proses awalnya yaitu dibuat terlebih dahulu perjanjian
pembiayaan konsumen diantara lembaga keuangan non bank sebagai pihak
kreditur dan ditandatangani bersama-sama dengan konsumen sebagai pihak
debitur, kemudian lembaga keuangan non bank biasanya akan menghadap kepada
Notaris yang berkedudukan dimana perjanjian pembiayaan konsumen tersebut
dibuat atau dimana letak Kantor Cabang dari Lembaga keuangan non bank
tersebut berada dan dengan menyerahkan perjanjian pembiayaan konsumen
sebagai dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia diikuti dengan Kuasa Fidusia
dimana konsumen sebagai pihak debitur memberikan kuasa kepada lembaga
keuangan non bank sebagai kreditur untuk menghadap kepada Notaris untuk
minta dituangkan perjanjian pembiayaan tersebut kedalam Akta Jaminan Fidusia,
dimana konsumen sebagai pihak debitur adalah sebagai pemberi Fidusia dan

lembaga keuangan non bank sebagai kreditur adalah sebagai Penerima Fidusia.’

16 Diah Sulistyani Muladi, Loc.Cit.
7 Hasil Wawancara dengan Notaris & PPAT Andika, Padang, pada tanggal 25 Agustus
2020.
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Selanjutnya berdasarkan dari data-data yang ada yaitu Perjanjian
pembiayaan konsumen, surat Kuasa Fidusia, identitas para penghadap baik
debitur maupun kreditur, barulah seorang Notaris dapat membuatkan Akta
Jaminan Fidusia, dan setelah Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris,
selanjutnya Akta Jaminan Fidusia tersebut dibacakan dihadapan penghadap yaitu
Kreditur dan diikuti penandatanganan Akta Jaminan Fidusia tersebut.®
Setelah Akta Jaminan Fidusia yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh
penghadap, barulah Akta Jaminan Fidusia tersebut bisa dilakukan pendaftarannya
guna menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Di dalam sistem pendaftaran Akta
Jaminan Fidusia yang dilakukan secara online saat sekarang ini, yang dimuat
dalam sistem Pendaftaran Fidusia tersebut antara lain :
1. ldentitas pemberi Fidusia.
2. Nama Debitur, jika Debitur bukanlah selaku pemberi Fidusia.
3. Identitas penerima Fidusia.
4. Akta Jaminan Fidusia yang memuat, nomor, tanggal akta dan nama
Notaris serta tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan
Fidusia.

5. Perjanjian Pokok yang memuat jumlah hutang dari debitur dan nomor
serta tanggal perjanjian pembiayaan pada saat dimulai sampai
berakhirnya perjanjian pembiayaan.

6. Identitas objek Jaminan Fidusia.

18 1bid.
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7. Nilai penjaminan.t®

Setelah penginputan data-data yang tercantum didalam sistem pendaftaran

Fidusia tersebut diatas dilakukan, langkah selanjutnya untuk menerbitkan

Sertifikat Jaminan Fidusia, Notaris atau pihak yang melakukan pendaftaran

Jaminan Fidusia tersebut haruslah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) terlebih dahulu. Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

harus dibayar tersebut tergantung dari Nilai Penjaminan. Adapun tarif dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran jaminan Fidusia

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu :

Nilai Penjaminan (Rupiah)

Tarif ( Rupiah)

0 —50.000.000,00 50.000,00
50.000.000,00 — 100.000.000,00 100.000,00
100.000.000,00 —250.000.000,00 200.000,00
250.000.000,00 — 500.000.000,00 450.000,00

500.000.000,00 - 1.000.000.000,00 850.000,00
1.000.000.000,00 — 100.000.000.000,00 1.800.000,00
100.000.000.000,00 — 500.000.000.000,00 3.500.000,00
500.000.000.000,00 — 1.000.000.000.000,00 6.800.000,00
>1.000.000.000.000,00 13.300.000,00

19 1bid.
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Dengan dilakukannya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) tersebut, maka selanjutnya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut akan
muncul dengan sendirinya pada sistem pendaftaran jaminan Fidusia secara online.
Dalam hal penunjukan Notaris terkait Notaris mana saja yang akan membuat Akta
Jaminan Fidusia, dalam hal ini tidak ada kejelasan peraturan yang mengatur
tentang Notaris mana saja yang berkewenangan membuat Akta Jaminan Fidusia.
Sebelum terjadinya sentralisasi penunjukan Notaris oleh lembaga keuangan non
bank dapat dilakukan oleh lembaga keuangan non bank yang berada di cabang
saja dengan diikuti oleh persetujuan atau pemberitahuan ke kantor pusat lembaga
keuangan non bank itu sendiri.

Setelah kebijakan sentralisasi pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini muncul,
yakni pertama kali pada akhir tahun 2016, yang melakukan penunjukan Notaris
yang akan membuat Akta Jaminan Fidusia adalah Perusahaan Pembiayaan Pusat
atau Ritel yang telah bekerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan. Kebijakan
Sentralisasi yang dimaksud diatas dapat menyebabkan hanya beberapa Notaris di
Indonesia saja yang dapat melakukan pembuatan Akta Jaminan Fidusia, karena
dengan kebijakan sentralisasi ini maka setiap perjanjian pembiayaan hanya akan
diberikan kepada beberapa Notaris yang bekerjasama dengan lembaga
pembiayaan pusat atau dengan Ritel. Dengan demikian Notaris yang membuat
Akta Jaminan Fidusia tersebut akan menerima permintaan untuk membuatkan
Akta dengan jumlah yang banyak sampai dapat melebihi batas kewajaran seorang
Notaris dapat membuatkan akta dalam perharinya. Hal ini dapat memicu kepada

perbuatan yang dapat dikategorikan kepada perbuatan Monopoli dikarenakan
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Notaris yang bekerja sama dengan Ritel tersebut tidaklah seluruh Notaris di
seluruh indonesia, melainkan hanya beberapa Notaris di wilayah tertentu saja
yang bekerjasama dengan Ritel tersebut guna membuat Akta Jaminan Fidusia dari
salah satu atau beberapa perusahan pembiayaan yang terdiri dari kantor pusat
sampai kantor cabang diseluruh Indonesia.

Dengan gambaran seperti tersebut diatas, maka hanya beberapa Notaris
yang dipilih oleh Ritel yang telah bekerja sama dengan lembaga keuangan non
bank untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut. Notaris yang di pilih oleh
Ritel bisa Notaris yang tidak berada pada wilayah atau kedudukan yang sama
dengan kantor Ritel tersebut.

Kebijakan sentralisasi Akta Jaminan Fidusia memang tidak diatur di dalam
Peraturan Perundang-Undangan, namun seharusnya setiap kebijakan yang dibuat
oleh perusahaan pembiayaan tidak boleh dalam pelaksanaannya bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, dan menurut penulis, seharusnya
kebijakan sentralisasi yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan tidak boleh
diberlakukan, karena memiliki potensi merugikan pihak terkait, serta berpotensi
dilakukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Jaminan Fidusia, salah satu contoh adalah potensi pelanggaran Undang-
Undang Jabatan Notaris dalam hal pengaturan wilayah jabatan Notaris, dan
pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris mengenai larangan pengiriman Minuta,
larangan bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada

hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien,
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dan melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat lkatan Notaris Indonesia
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Tidak adanya peraturan terkait kebijakan sentralisasi Akta Jaminan Fidusia,
membuat perusahaan dalam hal ini lembaga keuangan non bank dapat membuat
suatu kebijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dianggap
menguntungkan perusahaannya, walaupun kebijakan tersebut berpotensi
merugikan pihak lain. Terkait Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara
sentralistik, seharusnya pihak lembaga keuangan non bank juga memikirkan
akibat dari penerapan kebijakan sentralisasi terhadap Notaris yang berwenang
dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Apalagi dalam hal sentralisasi Fidusia ini, lembaga keuangan non bank
bekerja sama dengan pihak Ritel yang di dalam peraturan perundang-undangan
tidak dinyatakan secara tegas berhak sebagai pihak yang mendaftarkan akta
Jaminan Fidusia. Berarti kedua hal ini memiliki persamaan yakni, kebjiakan
sentralisasi Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia pendaftarannya
dilakukan oleh Ritel tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tentu saja akan
memiliki akibat-akibat terhadap pihak terkait.

Notaris Yualita selaku Ketua Umum lkatan Notaris Indonesia beserta
jajarannya di Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia menyatakan, bahwa
sentralisasi akan memicu adanya pelanggaran wilayah jabatan yang dinyatakan di
dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris dan potensi
melanggar Kode Etik Notaris, juga termasuk praktek monopoli pekerjaan. Notaris

Yualita berharap kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
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membuat kebijakan dan aturan dalam rangka menghambat praktek-praktek
sentralisasi dalam pemberian pekerjaan pembuatan Akta Jaminan Fidusia notaril
dan pendaftarannya kepada oknum-oknum Notaris tertentu saja.?® Hal ini juga
telah disadari dalam pembuatan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia marak
dilakukan secara massal tanpa ada pemeriksaan berkas atau tanpa kehadiran para
pihak. Selain itu, ada keéénderﬁngan pengurusan Fidusia terpusat hanya pada
Notaris tertentu.?

Dengan diberlakukannya sentralisasi Akta Jaminan Fidusia, tentunya akan
memicu pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum
termasuk Notaris yang menjadi pihak yang berwenang dalam pembuatan Akta
Jaminan Fidusia. Kemudian kebijakan Sentralisasi tersebut akan menimbulkan
sesuatu yang dirasa tidak sesuai dengan etika dalam menjalankan pekerjaan dan
jabatan sebagai Notaris.

Tentunya ada pertimbangan dan alasan mengapa diberlakukannya kebijakan
sentralisasi tersebut dan ‘tentu saja setiap kebijakan akan memiliki akibat yang
dirasakan oleh pihak yang terkait. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin
melakukan penelitian dengan judul “KONSEKUENSI YURIDIS AKTA

JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT SECARA SENTRALISTIK”.

20 | bid.

21 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
2019, him. 4.
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Rumusan Masalah

1.

Bagaimana akibat hukum tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan
Fidusia?

Bagaimana akibat hukum pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dibuat
Notaris yang didaftarkan oleh Ritel?

Bagaimana cara mengatasi akibat tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan

Fidusia?

Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui akibat hukum tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan
Fidusia.

Untuk mengetahui akibat hukum pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang
dibuat Notaris yang didaftarkan oleh Ritel

Untuk mengetahui cara mengatasi akibat tersentralistiknya pembuatan Akta

Jaminan Fidusia.

Manfaat Penelitian

1.

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :
Manfaat Teoritis
a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan pada umunya dan bidang ilmu hukum dan kenotariatan
pada khususnya.
b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan

menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

18



2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh

mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat, dalam rangka

meningkatkan pemahaman mengenai Akta Jaminan Fidusia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi pada kepustakaan, khusunya di

lingkungan perpustakaan Program Studi -Magister Kenotariatan Universitas

Andalas, telah ditemukan'beberapa judul tesis yang berkaitan dengan tesis

penulis. Diantara penelitian tersebut, Penulis ambil 3 (tiga) sampel sebagai

perbandingan serta bukti keaslian dari penelitian tesis ini, yakni tesis dari

Universitas Andalas. Penelitian yang pernah dilakukan itu antara lain yaitu:

1. Tesis dari Taupig Qurrahman tahun 2016 yang berjudul Implementasi

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kabupaten

Bungo.

Permasalahan yang diteliti:

a.

C.

Bentuk pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh Notaris di
Kabupaten Bungo?

Bagaimana implementasi sanksi terhadap Notaris yang melakukan
pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo?

Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi
pelanggaran kode etik di Kabupaten Bungo serta upaya

penanggulanganya?
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2. Tesis dari Dian Arsyadi tahun 2016 yang berjudul Pertanggung Jawaban
Notaris Terhadap Akta-akta Yang Tidak Di Bacakan Di Kota Padang.
Permasalahan yang diteliti:

a. Mengapa dalam prakteknya notaris tidak membacakan isi akta sebelum
ditandatangani oleh para pihak?

b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris apabila
isi akta tidak dibacakan oleh-notaris?

c. Bagaimana tahggUng jaWab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan?

3. Tesis dari Rionald Harris tahun 2020 yang berjudul Pembatasan Jumlah
Akta Notaris Berdasarkan Kewajaran Di Kota Padang.

Permasalahan yang diteliti:
a. Mengapa Notaris tidak boleh membuat akta dilluar batas kewajaran?
b. Bagaimana kecenderungan kwantitas pembuatan akta notaris di Kota
Padang?
c. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang melebihi batas
kewajaran?.
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritis
a. Teori Perjanjian
Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.”
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Syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi :

“Untuk sahnya persetujuan — persetujuan diperlukan 4 ( empat ) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.”

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua
syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan kedua syarat terakhir
disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek perjanjian.?? Asas
konsensualisme yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata mengandung
arti kemauan “will” para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk
saling mengikatkan diri.?® Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang
erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang

terdapat dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
Undang bagi mereka yang mengikatnya”

Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin
sempit dilihat dari beberapa segi, yaitu :
1. Dari segi kepentingan umum;
2. Dari segi perjanjian baku;
3. Dari segi perjanjian dengan pemerintah.*
Ada beberapa asas lain dalam perjanjian, yaitu asas kepercayaan, asas

kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian

22 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 73.

2 Ibid. him. 83.

24 Ibid. him. 87.
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hukum, asas moral dan asas kepatutan.®® Pada umumnya, perjanjian tidak
terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata
dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian jika terjadi
perselisinan.?® Untuk beberapa perjanjian, Undang-Undang menentukan bentuk
tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan
demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah semata mata merupakan alat pembuktian

saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.?’

Pada perjanjiaﬁ te'rtentu tidak cukup dengan adanya kesepakatan atau
konsensus, namun diikuti dengan adanya formalitas tertentu untuk lahirnya
perjanjian. Perjanjian ini merupakan perjanjian formil. Perjanjian ini lahir jika
terpenuhinya formalitas tertentu, seperti halnya pembuatan perjanjian
pembiayaan konsumen dansAkta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan
Fidusia yang harus memenuhi formalitas tertentu. Jika perjanjian formil tidak
dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, perbuatan tersebut
menjadi batal (nietig) yang berarti sejak semula perbuatan hukum tersebut
tidak mempunyai akibat hukum.?

Di dalam perjanjian, terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Bagian essentialia, adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila
bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang
dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Kata sepakat

merupakan contoh bagian essentialia yang harus ada.

2 |bid. hlm. 87-89.

%6 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, 1994, Op.Cit, him. 18.

27 |bid.

28 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang
Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, him. 48.
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2. Bagian Naturalia, adalah bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya
dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.
Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam
ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama.
Ini berarti para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena
ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya.
Sebaliknya, jika para pihak tidak-mengatur sendiri di dalam perjanjian,
ketentuan peraturén.perundvang-undangan tentang perjanjian tersebut akan
berlaku.

3. Bagian accidentalia, adalah bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang
diperjanjikan secara khusus oleh para pihak misalnya termin (jangka waktu)
pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.?®

. Teori kepastian hukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah
bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota
masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain
tanpa membedakan asal usul darimanapun dia berada. Teori kepastian hukum
ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang

berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat

29 |bid, hlm. 67-72.

23



menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam

masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian tentang aturan hukum.*

. Teori kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham, para pembuat Undang-Undang dalam
menyusun Undang-Undang harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk
mewujudkan kebaika‘n..Sang Iégislator harus mempertimbangkan fakta bahwa,
tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan.3!
Menurut bentham tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan
the greatest happiness of the greatest number (kebahagian yang sebesar-
besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).*?

Teori Ini menekankan baik buruknya suatu kebijakan sosial politik,
ekonomi dan legal secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang
paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan
tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian
bagi orang-orang terkait.*?

Apabila dikaitkan dengan yang dinyatakan oleh Bentham, maka baik

buruknya akibat dihasilkan oleh penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum

30 Muchtar Kusumaatmadja dan Avrief b. Sidharta, 2000, Pengantar limu Hukum: Suatu

Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, Alumni, Bandung, him. 49.

31 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi

Undang-Undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, him.78.

32 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori Dan llmu Hukum:

Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermatabat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
him. 111.

33 Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998,

him. 93-94.
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baru bisa dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah
kebaikan, kebahagian sebesar-besarnya, dan kurangnya penderitaan, sebaliknya
dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat yang tidak adil, kerugian,
dan hanya memperbesar penderitaan.3*
2. Kerangka Konseptual
a. Konsekuensi
Menurut Black’s Law Dictionary 2nd- Ed, konsekuensi adalah the term
that is applied to the‘nétUraI résult of an action and that is expected to happen
(istilah yang diterapkan pada hasil alami dari suatu tindakan dan yang
diharapkan terjadi.).* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsekuensi
memiliki arti suatu kesudahan, hasil suatu kejadian; sesuatu yang menjadi
kesudahan atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau
keadaan yang mendahuluinya.®
b. Yuridis
Menurut Black’s Law Dictionary 2nd Ed, yuridis adalah relating to
administration of justice, or office of a judge. Regular; done in conformity to
the laws of the country and the practice which Is'there observed (Berkaitan

dengan administrasi peradilan, atau jabatan hakim. Reguler; dilakukan sesuai

34 Lili Rasijidi dan 1B Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1993, him. 79.

% Black’s Law Dictionary 2nd Ed, Consequence, online pada
https://thelawdictionary.org/consequence/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 19.58 WIB

% Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya, him. 21.
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dengan hukum negara dan praktik yang ada di sana).*” Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia yuridis adalah menurut hukum, secara hukum. 38
c. Akta Jaminan Fidusia
Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia disebutkan frasa Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi:
“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, Akta Jaminaﬁ Fidusia memiliki makna Akta yang dibuat oleh
Notaris yang berisikan mengenai pembebanan Jaminan Fidusia.
d. Sentralisasi
Menurut Black’s Law Dictionary 2nd Ed, Sentralisasi memiliki artian,
This word is used to express the system of government prevailing in a country
where the management of 'lacal matters is in the hauds of functionaries
appointed by the ministers of state, paid by the state, and in constant
communication and under the constant control and inspiration of the ministers
of state, and where the funds of the state are largely applied to local purposes
(Kata ini digunakan untuk-mengekspresikan sistem pemerintahan yang berlaku
di suatu negara di mana pengelolaan masalah-masalah lokal berada dalam
haung para pejabat yang ditunjuk oleh para menteri negara, dibayar oleh

negara, dan dalam komunikasi yang konstan dan di bawah kendali dan inspirasi

yang konstan dari para menteri negara, dan di mana dana negara sebagian besar

3" Black’s Law Dictionary 2nd Ed, Consequence, online pada
https://thelawdictionary.org/juridical/ diakses pada tanggal 5 Januari 2020 Pukul 20.11 WIB
3% Tri Rama K, Op.Cit, him. 590.
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diterapkan untuk tujuan lokal).>®* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
sentralisasi  memiliki arti pemusatan kekuasaan, pemerintahan dan

sebagainya.*

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis
normatif. Metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder®!, penelitian hukum normatif tersebut
mencakup penelitian térhédap aéas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
perbandingan hukum dan sejarah hukum.*?

. Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan
yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang,
pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan
konseptual.** Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-

Undang.

3 Black’s Law Dictionary 2nd Ed, Centralization, online pada
https://thelawdictionary.org/centralization/ diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 20.09
WIB

40 Tri Rama K, Op.Cit, him. 467.

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudijii , Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Cet. 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, him. 13-14.

42 |bid.

43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 7, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2011, him. 94.
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala lainnya.**
Penelitian ini menyajikan gambaran sekaligus analisa atas pengaturan, bentuk
pelanggaran dan konsekuensi yuridis diberlakukannya pembuatan Akta Jaminan

Fidusia secara sentralistik dan cara untuk mengatasinya.

. Jenis dan Sumber data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer sebagai
data penunjang dan data sekunder sebagai data utama. Sumber data yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui
penelitian®®, terkait dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat
hukum terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik dan cara
mengatasasi perbuatan- Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik,
yang diperoleh di lapangan (field research) dengan mewawancarai, perwakilan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan serta
perwakilan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan perwakilan Dewan

Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

4 1bid, him. 10.
*% 1bid, him. 12.
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b. Data Sekunder

buku,

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen—dokumen resmi, buku-

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

seterusnya.*® Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan

didapat dari hasil studi dokumen/studi kepustakaan, dan merupakan data yang

diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah oleh pihak lain. Data

tersebut berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Vi.

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

iii. Undang-Undang Nomar 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomar 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan
Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 Tentang
Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang
Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan

Pembebanan Jaminan Fidusia.

6 1bid.
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vii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

viii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

ix. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun
2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

X. Peraturan Menfefi' Hukﬁm dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap
Notaris.

xi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan.

xii. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat lkatan Notaris Indonesia Nomor
1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta
Perhari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan Undang-Undang, hasil
penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.*’” Dalam
penelitian ini terdiri dari doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan

dengan judul tesis tersebut di atas.

4" 1bid, him. 52.
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3. Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah
kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.*® Dalam penelitian
ini terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, Black’s Law

Dictionary, buku literatur, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, koran,

media cetak dan elektronik.

3. Populasi dan Teknik Sampling v

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-
kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.*® Populasi dalam
penelitian ini adalah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Pengawas
Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam penelitian _ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling. Dalam purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri
atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya,®® yang dalam
penelitian ini adalah, perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perwakilan Otoritas Jasa

“8 Ibid.

49 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo persada, Jakarta,
2010, him. 118.

50 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2012, him. 106.
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Keuangan Republik Indonesia serta perwakilan Majelis Pengawas Pusat Notaris
dan perwakilan Dewan Kehormatan Pusat Notaris.
. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
wawancara dan studi dokumen. Wawancara (Interview) adalah situasi peran antar
pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dirancang-untuk memperoleh jawaban-jawaban yang
relevan dengan masaléh.penelitvian kepada seorang responden.® Wawancara
merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna
mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal
penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat.>?

Untuk mendapatkan data primer, wawancara yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah wawancara lbebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan
adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung,
dalam penelitian ini respondennya yaitu perwakilan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia c.q Direktorat-Jenderal Administrasi: Hukum Umum, perwakilan
Otoritas Jasa Keuangan, serta perwakilan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan
perwakilan Dewan Kehormatan Pusat Notaris. Wawancara dilakukan dengan

membuat daftar pertanyaan sehingga wawancara menjadi jelas dan terarah.

%1 Ibid, him. 82.

52 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 2010, him. 95.

53 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, him. 97-98.
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Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data
yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data
tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang
berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan setelah data dikumpulkan dengan lengkap.>*
Pengolahan data merupakan kegiatan—merapikan data hasil pengumpulan data
sehingga siap dipakai u'nt.uk di énalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang
diperlukan berhasil diperoleh, maka dilakukan pengolahan serta editing terhadap
data tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisa data
sebagai proses pengolahan data selanjutnya, dan untuk dapat memecahkan serta
menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang
diperoleh, maka diperlukan adanya analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan dilakukan pengolahan, maka penulis
melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap
data-data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-
bahan terkait dengan penelitian. Analisis data secara: kualitatif, yakni analisa data
dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.>®

. Sistematika Penulisan

BAB | : PENDAHULUAN

54 Bambang Sunggono, Op. Cit, him. 125.
% Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan 15, Bumi Aksara,
Jakarta, 2010, him. 83.
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Pada bab pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini peneliti menguraikan tentang teori-teori,
pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti antara
lain mengenai tinjauan umum tentang akta serta akta Notaris, dan tinjauan umum
tentang jaminan Fidusia. . v
BAB Ill: PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini peneliti menguraikan tentang bentuk potensi dugaan
pelanggaran dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia secara sentralistik dan
akibat hukum yang ditimbulkannya serta cara mengatasi perbuatan Akta Jaminan
Fidusia yang dibuat secara sentralistik .

BAB IV: PENUTUP
Pada bab penutup ini peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.
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